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ABSTRAK

KEWENANGAN KREDITUR UNTUK MELAKUKAN PENYITAAN
BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAN
BERMOTOR APABILA DEBITUR WANPRESTASI (STUDI DI PT.
FIFGROUP CABANG SEKAYU)

CLARA CINDY CLAUDIA

Di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari dunia perdagangan,
dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian. Salah
satu perjanjian itu adalah perjanjian kredit, perjanjian kredit ini dapat terjadi
apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak
cukup untuk membayar keseluruhan harga barang tersebut yang ingin
dibelinya atau membayar secara kontan, akan tetapi disisi lain penjual,
mengaharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan
barang yang diinginkan pembeli, dengan mewajibkan kepada pembeli untuk
tetap membayar sisah harga barang tersebut dengan cara mengangsur.

Skripsi ini membahas pokok masalah sebagai berikut; Bagaimanakah
kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan dalam
perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi di PT.
FIFGROUP Cabang Sekayu dan Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat
bagi kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit
kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis,
yang bersifat deskriptif, dengan menggambarkan kewenangan kreditur untuk
melakukan penyitaan benda jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan
bermotor apabila debitur wanprestasi di PT. FIFGROUP Cabang Sekayu, serta
faktor penghambat bagi kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam
perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi, sehingga
tidak menguji hipotesa. Secara umum dalam perjanjian pembiayaan antara PT.
FIFGROUP (pemberi fasilitas) dengan debitur/konsumen (penerima fasilitas)
memang tidak tercantum kapan waktu spesifik pelaksanaan penarikan
kendaraan bermotor akan dilakukan apabila debitur wanprestasi, hal ini
dimaksudkan untuk mencegah adanya itikad buruk dari debitur/konusmen.

Kata Kunci: Kewenangan Kreditur, Penyitaan Benda, dan Perjanjian Kredit
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BAB |

A. Latar Belakang

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zakerheid
atau cautie. Zakerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur
menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum
debitur terhadap barang-barangnya. Selain itu menurut M.Bahsan bependapat
bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan
debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat yang disebut

benda jaminan.!

Benda jaminan adalah benda yang bernilai tanggungan dari debitur
sebagai jaminan yang dibuat oleh kreditur dan debitur dimana debitur
menyerahkan benda yang bernilai kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan

suatu hutang, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.?

Di dalam jaminan terdapat lembaga jaminan di mana benda yang
menjadi objek jaminan tidak berada atau tidak dikuasai oleh penerima
jaminan, salah satu dari lembaga jaminan yaitu leasing. Leasing adalah suatu
perjanjian di mana si peminjam (leasse) menyewa barang modal untuk usaha

tertentu dan jaminan angsuran tertentu.?

Leasing dipacu oleh pemerintah dalam rangka mendorong

perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa fasilitas anatara

!salim HS, Hukum Jaminan. Rajawali, Jakarta, 2017, hlm 21.
2lbid., him 26.
3Ibid., him 27.



lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan

sehingga usaha leasing berkembang dengan sangat maju dan pesat.

Dalam konteks lembaga leasing (sewa guna usaha) itu sendiri menjadi
perdebatan apakah lembagta jual beli, sewa beli, jual beli dengan angsuran
atau sewa menyewa dengan opsi membeli, hal tersebut berkaitan erat
dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas
hak dan tanggung jawabnya. Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan
leasing (sewa guna usaha) sebagai perusahaan pembiayaan sangat
meringankan konsumen yang kekurangan modal untuk membeli alat
pendukung usaha, sehingga leasing menjadi yang sangat solutif.*

Subjek hukum yang dikenal dalam leasing terbagi menjadi dua ,
yaitu Debitur dan Kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki
kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur dalam istilah lain
sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi
sedangkan kreditur adalah yaitu pihak yang memiliki hak untuk menerima
pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi).®

Jaminan mempunyai hubungan erat dengan perjanjian, suatu
perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu
hal. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan
hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat
yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal

tertentu.®

Selain itu menurut Wirjono Prodjodikoro tentang perjanjian
menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta

benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau

SRidwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian
Pertama), FH UlI Press, Yogyakarta, 2013, him 8.
®Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian.Graha IImu, Yogyakarta, 2014, him2.



dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan
suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksaan janji
tersebut. Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat yang

diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu.’

Perjanjian/Hukum Kontrak mempunyai ketentuan-ketentuan umum
yang meliputi tentang wanprestasi.Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau
lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian
yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.® Akibat adanya wanprestasi
yaitu perikatan tetap ada apabila kreditur masih dapat menuntut kepada
debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di
samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan

melaksanakan prestasinya.

Debitur yang wanprestasi mengakibatkan benda yang di jaminkan
akan di sita oleh pihak kreditur atau yang disebut penyitaan benda jaminan.
Sita jaminan atau conservatoir beslag adalah sita jaminan benda-benda milik
debitur untuk dijadikan jaminan pelunasan utang atau pemenuhan prestasi.®
Tujuan dari penyitaan benda jaminan adalah upaya untuk menjamin
pelaksanaan perjanjian kredit atas barang-barang milik debitur baik benda
bergerak maupun benda tidak bergerak selama proses perjanjian masih

berlangsung. Dengan demikian barang-barang yang dijaminkan tidak dapat

" Ibid., him 30.

8Salim HS, Op Cit., him 98.
°Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata dan Praktik, Jakarta:Sinar Grafika, him
152-153.



dialinkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak

lain oleh pihak debitur yang beritikad buruk.®

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara
singkat dan sederhana tentang hukum jaminan dan kewenangan kreditur
untuk melakukan penyitaan benda jaminan, dengan judul Kewenangan
Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Benda Jaminan Dalam Perjanjian

Kredit Apabila Debitur Wanprestasi.

Permasalahan

1. Bagaimanakah kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda
jaminan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur
wanprestasi ?

2. Apa saja faktor penghambat kreditur melakukan penyitaan benda jaminan

dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi ?

Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan
menitikberatkan perhatian pada Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan
Penyitaan Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kreditur Apabila Debitur

Wanprestasi , dengan mengambil lokasi penelitian di PT.FIF Group Cabang

'Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, 2005, him 89.



Betung , dan tidak menyangkut kemungkinan untuk juga membahas hal — hal

lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan benda jaminan dalam
perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi
2. faktor penghambat kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam

perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan
ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan
pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum jaminan , yang

dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa :

Definisi oeprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus
yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan
teori.Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari
konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.Untuk ilmu
hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan.
Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan
makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Judul
skripsi : “Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Benda
Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Apabila Debitur Wanprestasi (Studi di
PT.FIFGROUP Cabang Sekayu).



Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini
perlu dikemukakan beberapa definisi opersional sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran
(berhak menerima pemenuhan prestasi) dan Debitur adalah pihak yang
memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur.!

2. Penyitaan Benda adalah mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud.*?

3. Jaminan Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan. 13

4. Perjanjian, Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*

HRidwan Khairandy, Op Cit., him.8.
12 Riky Rustam, Hukum Jaminan. UlI Press, Jakarta, 2010, hlm 42,

13Subekti.R dan Tjitrosudibio.R, ,Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PT. Balai
Pustaka, Bandung.2016 him.19.

4Ibid., him 338.



5.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan

debitur.'®

E. Metode Penelitian

1.

Jenis dan sifat penelitian
Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini
tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan
menggambarkan Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan
Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Apabila Debitur Wanprestasi
dan Upaya Yang Dilakukan Kredit Apabila Debitur Wanprestasi |,
sehingga tidak menguji hipotesa.
Jenis data
Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang diipergunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.
Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :
a.  Penelitian Lapangan (Field Research).
Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan
melakukan observasi dan wawancara dengan pihak — pihak terkait,
antara lain Kepala Kantor PT.FIFGROUP Cabang Sekayu dan Staf

yang bekerja di Kantor FIFGROUP Cabang Sekayu.

158alim HS.Op Cit.., him 98.



Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data
sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang —
undangan ), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil
penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah
ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus
Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum,
ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan

penelitian ini.

4.  Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikontruksikan

secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu;

BAB |

Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup

dan tujuan, kerangka konseptual (definisi operasional), metode penelitian,

dan sistematika penulisan.



BAB Il  Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini berisi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian
kredit, tinjauan tentang wanprestasi dan tinjauan tentang penyitaan
jaminan.

BAB IIl Pembahasan

Pada Bab ini membahas kewenangan kreditur untuk melakukan penyitaan
benda jaminan dalam perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi dan
faktor penghambat kreditur melakukan penyitaan benda jaminan dalam

perjanjian kredit kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi

BAB IV  Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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